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b. babwa Sesuai Ketentuan Pasal 84A Ayat (JO) 
Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 
2016 ten tang Perangkat Daerab menjelaskan bahwa 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupatcn/Kota kolas C 
terdiri atas I (satu) Bagian paling banyak 3 (tiga) 
Subbagian, dengan 3 (tiga) bidang paling banyak 2 
(dua)seksi dan kelompok jabatan Fungsional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang 
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD) Khusus Rumah Sakit Umum 
Daerah Lebong; . J 

l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nornor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828); 

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kahupaten 
Kepahjang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 154, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4349); 

Mengingat 

0 

Menimbang 0 

BUPATI LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 13 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANlSASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKN!S DAERAH (UPTD) 

KHUSUS RUMAH SAKJT UMUM DAERAH LEBONO 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONO, 

a. bahwa dengan kenaikan klas;fikasi dari kelas D 
Ru.mah Sakit Umum Daerab Kabupaten Lebong 
menjadi Rumab Sakit Umum Daerab kelas C, perlu 
dilakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksana 
Teknis Dinas khusus Rumah Sakit Umum Daerah 
Lebong pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong; 



7. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahuo 2016 Nomor 114, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 187, 
Tambaban Lembaran Negara Republik tndonesia 
Nomor 6402); 

0 

3. Undang-Uodang Nornor 12 Tahuo 2011 tcntang 
Pernbcntukan Peraturan Perundang-undangan 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 1 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atae Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Uodang-Uodang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 105, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6887); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahuo 2005 tentang 
Pengetotaan Keuangan Badan l..ayanan Umum 
(Lernbaran Negara Republi.k Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tarnbahao Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5340); 

0 



16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara 
(Belita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 155); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
Sektor Kesehatan (Betita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 316), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar 
Kegiatan Usaba dan Produk pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 317); 

0 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 
tentang Kom.ite Keperawatan Rumah Sakit (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036), sebagalmana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah {Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi 
Cabang Oinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 451); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12L3); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tabun 
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 
Perangkat Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1539); 

0 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6659); 



MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI LEBONO TENTANO 
PC:MBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANl$A$1, 
TUOAS DAN FUNOSI Sll:RTA TATA KERJA UNIT 
PELAT<SANA TEKNIS DAERAH (UP'l'D) KHUSUS RUMAII 
SAKIT UMUM DAERAH 1,EBONO. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalrun Pcraturan Oupati ini yang dimaksud dengru,: 
I. Daerah adalah Daeroh Kabupaten Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintab Daerah 

Kabupaten Lebong sebagal unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin peleksenaan 
Urusan Pemertntahan yang menjadi kewenangan 
Oaerah otonom. 

3. Bupali adalah Bupati Lebong. 
4. WakU Bupati adalah \Vakil Bupati Lebong. 
5. Dewan Perwakitan Rakyat Oaerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pcmerlntahan Oaerah. 

6. Sekretaris Oacrab adalah Sekretaris Oacrah 
Kabupaten Lcbong. 

7. Perangkat Oaerah adalah unsur pembantu Bupati 
dan DPRD dalrun penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Oaerah. 

8. Urusan Pemerintaha.n adalah kekuasaan 
pcmerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian 
Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah 
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
mensejahterakan masyarakat. 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahu n 2022 
tentang Sistcm Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Norn or 181 ); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tahun 2016) Nomor LO), sebagaimana telah diubah 
dengan Perturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor t 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 
2021 Nomor I); 

0 

Menetapkan 0 



0 

9. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut 
OPD adalah Organisasi Kerja Perangkat daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong. 

I 0. Dinas adalah Dinas Kesehatan Ka bu paten Lebong. 
11. Kepala Dinas adaJah Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lebong. 
12. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit 

Umum Dacrah Lebong tipe C sebagaj Unit Pelaksana 
Tcknis Daerah Khusus yang menyclcnggarakan 
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 
yang menyec:liakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 
gawat darurat, dan pelayanan penunjang. 

13. Unit Organisasi Bersifat khusus adalah Unit 
Organisasi di bawah Oinas Kesehatan yang memiliki 
otonomi daJam pengeloJaan keuangan dan barang 
milik daerah serta kepegawaian. 

14. Togas Teknis Operasional adalab tugas untuk 
melaksanakan kegjatan teknis tertentu yang secara 
langsung berhubungan dengan pclayanan 
masyarakat. 

15. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk 
melaksanakan kegiatan teknis tertenm dalam rangka 
mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. 

16. Direktur adalah Direktur Rumab Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Lebong. 

17. Komite Medis adalab unsur organisasi yang 
mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata 
kelola klinis yang baik (good clinical govemance). 

18. Kornite Keperawatan adalah wadah non-struktural 
rumah sa.kit yang mempunyai fungsi ut.ama 
mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme 
tenaga keperawatan melalui mekanisme krcdensial, 
penjaga mutu profesi dan pemeliharaan etika dan 
disiplin profesi. 

19. Satuan Pemeriksa Internal yang selanjutnya disingkat 
SPI adalah unsur organisasi Non StrukturaJ yang 
bertugas melaksanakan Pengawasan dan 
Pengendalian Internal terhadap kinerja pe)ayanan, 
keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam 
penyetenggaraan praktek bisnis yang sehat. 

20. Jabatan Fungsional adalab Aparatur Sipil Negara 
yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh 
oleh Pejabat yang berwenang untuk 
menyelenggarakan kegjatan yang sesuai dengan 
profesinya dalam rangka mendukung kelancaran 
tugas kedinasan. 

21. Kelompok Jabatan adalah sekelompok jabatan yang 
terdiri dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional 
tertentu sesuai bidang tugas dan keahlian. 

0 



0 

(1) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 berkedudukan sebagai Unit Organisasi 
Bersifat khusus pada Dinas Kesehatan. 

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Dacrah 
memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan 
barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. 

(3) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang 
dircktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Bupati melalui Kepala Dinas, 

(4) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l} mempunyai tugas membantu Dinas 
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas 
pembantuan bidang kesehatan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang 
diberikan kepada Kabupaten. 

(SJ Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan kegiatan teknis dalam lingkup 

pelayanan medis dan non medis; 
b. pelaksanaan pelayanan penunjang rnedis dan non 

rnedis; 
c. petaksanaan pelayanan dan asu.han keperawatan 

serta etika mutu keperawatan; dan 
d. pelaksanaan pelayanan rujukan, pendidikan dan 

pelatihan, pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan serta pelaksanaan ketatausahaan. 

0 

Pasal 3 

(I) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah. 

(2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!) adalah Rumah Saklt Umum Daerah Tipe 
C. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Pembentukan dan Kedudukan 

BAB II 
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR 

OROAN!SAS! 



(I) Direktur mempunyai tugas pokok dan fungsi 
melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah di Bidang Rumah 
Sakit. 

Pasal S 

Paragraf I 
Direktur 

BAB 111 
TUOAS DAN FUNGSI 

0 

(1) Susunan Organisast Rumab Sakit Umum Daerah 
terdiri dari: 
a. Organisasi St.ruktural, terdiri dari: 

I. Oirektur; 
2. Bagian Tata U saha, membawahi: 

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b) Subbagian Keuangan dan Akuntansi; dan 
c) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. 

3. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, 
membawahi: 
a) Seksi Pelayanan Medis; dan 
b) Seksi Pelayanan Keperawatan dan 

Kebidanan. 
4. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis, 

membawahi: 
a) Seksi Penunjang Medis dan Kefarmasian; 

clan 
b) Seksi Penunjang Non Medis. 

S. Bidang Pengembangan Mutu, Informasi 
Layanan, Data, Teknologi lnformasi dan 
Akreditaai, membawahi: 
a) Seksi Pengembangan Mutu dan lnformasi 

Layanan; dan 
b) Seksi Data, Teknologi Informasi clan 

Akreditasi. 
b. Organisasi Non Struktural, terdiri dari: 

I. Kelompok Star Medis; 
2. Pengawas; 
3. Komite, terdiri dari: 

a) Komite Meclik; 
b) Komite Keperawatan clan Kebidanan; dan 
c) Komite tenaga Kesehatan lainnya. 

4. Instalasi. 
c. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Struktur Organlsasi Rumah Sakit Umum 
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang ticlak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini, 

0 

Pasal 4 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 



(ll Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 
huruf a) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan 
urusan umum, rumah tangga, dan kepegawaian. 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 
Pasal 7 

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruJ a angka 2 me.mpunyai tugas 
menyiapkan bahan penyusunan program, 
pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 
keuangan, akuntansi dan evaluasi se:rta pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ~at ( 1) Bagian Tata Usaha melaksanakan 
fungsi: 
a. peJaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan 

program kerja rumah sakit; 
b. perumusan kebijakan teknis peJaksanaan urusan 

umu.m, ketatausabaan, kepegawaian, keuangan, 
akuntansi, perencanaan dan evaluasi; 

c. pelaksanaan urusan um.um dan kepegawaian; 
d. pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi; 
e. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi; 
f. pelaksanaan urusan aset dan perJengkapan; 
g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 

program kerja Bagjan Tata Usaha; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

0 

Paragraf2 
Bagian Tata Usaha 

Pasal 6 

(2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja rumah sakit; 
b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan di rumah sakit; 
c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan 

pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan 
rumah sakit; 

d. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan 
perorangan melalui pelayanan yang paripuma; 

e. pembinaan dan pengawasan sumber daya 
manusia dan kepegawaian rumah sak.it; 

r. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan rumah sakit; 

g. penyelenggaraan layanan kesekretariatan rumah 
sakit: dan • h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya 
dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 0 



(1) Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) huruf a angka 2 
huruf b) dlpimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
administrasi pengelolaan keuangan. 

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi 
melaksanakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan 

dan Akuntansi; 
b. perurnusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan 

keuangan, aset dan akuntensi; 
c. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, 

dan pelaporan keuangan; 
d. pelaksanaan dan pengelolaan sistem akuntansi 

rumah sakit: 
e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan 

kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, 
pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian 
aset; 

f. pengelolaan peodapatan rumah sakit; 

0 

Subbagian Keuangan dan Akuntansi 
Pasal 8 

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dlmaksud 
pada ayat (!), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
melaksanakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis pelaksanan urusan 

umum, rumah tangga, dan kepegawaian; 
b. pengelolaan persuratan, kearsipan, dan 

perpustakaan; 
c. pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, 

keam.anan, dao kebersihan; 
d. pemeliharaan sarana prasarana non medis berupa 

air, listrik dan bangunan; 
e. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis 

jabatan; 
f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan 

tata usaha kepegawaian; 
g. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan, 

pendldikan, pelatihan, pengembangan, dan 
pem binaan pegawai; 

h. pelaksanaan, pengoordinasian, dan fasilitast 
penilaian angka kredit dan kinerja pegawai; 

i. pelaksanaan dan pengoordinasian pengkajian 
peraturan perundangan-undangan dan 
penyusunan peraturan internal; 

j. pelaksanaan dan pengoordinasian penanganan 
perroasalahan hukum; 

k. pelaksanaan dan pengoordlnasian pelayanan 
kehumasan dan keprotokolan; 

I. evaluasi dan penyusunan taporan pelaksanaan 
kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

m, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

0 



(1) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (!) huruf a 
angka 3 mempunyai tugas merumuskan, 
melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan 
teknis di Bidang Pelayanan Medis Dan Keperawatan. 

(21 OaJam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medis dan 
Keperawatan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang 

Pele,yanan Medis dan Keperawatan; 
b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan 

medis dan keperawatan; 
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan 

bidang pelayanan medis dan keperawatan; 

Pasal 10 

Paragraf3 
Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan 

0 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf a angka 2 
huruf c) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
yang mempunyai tUgas menyiapkan bahan 
pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi. 

(2) Dalam menjalankan rugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 
melaksanakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja Subbagian 

Perencanaan dan Evaluasi; 
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan 

perencanaan dan evaluasi; 
c, pelaksanaan dan pengoordlnasian penyusunan 

rencana kerja rumah salrit; 
d. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan 

rencana strategis , proses bisnis, rencana dan 
anggaran, dan pola tata kelola rumah sakit; 

e. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan 
perjanjian dan kerjasama; 

f. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan kinerja rumah sakit; 

g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan 
pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan 
Evaluasi; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

0 

g. pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan dan 
pengelolaan penjaminan kesehatan; 

h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
kerja Subhagian Keuangan dan Akuntansi; dan 

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
eesuai dengan bidang tugasnya. 

Subbagjan Perencanaan dan Evaluasi 
PasaJ 9 



(l) Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) buruf a 
angka 3 buruf b) mempunyai tugas menyiapkan, 
melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang pelayanan keperawatan 
dan kebidanan. 

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Seksi Pelayanan Keperawatan dan 
Kebidanan mempunyai tugas: 
a. penyusunan rencana, program dan kerja kegiatan 

Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; 

0 

(1) Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) buruf a angka 3 buruf a) mempunyai 
tugas menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan 
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan 
medis. 

(2) Dalam menjalan.kan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), Seksi Pelayanan Medis melaksanakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana, program dan kegiatan kerja 

Seksi Pelayanan Medis; 
b. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis; 
c. pengoordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis; 
d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria 

di Seksi Pelayanan Medis; 
e. pelaksanaaan kendali mutu, kendali biaya, dan 

keselamatan pasien di seksi pelayanan medis; 
f. pelaksanaaan monitoring dan evaluasi kegiatan 

pelayanan medfa; 
g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan 

pelayanan medis; 
h. pemantauan dan evatuasi pelayanan rnedis; dan 
i, pelaksanaaan tugae lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 
Pasal 12 

0 

Seksi Pelayanan Medis 
Pasal 11 

d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan 
pelayanan medis dan keperawatan; 

e. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis 
dan pelayanan keperawatan; 

f. pengoordinasi dan pelaksenaan pelayanan medis 
dan pelayanan keperawatan; 

g. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan 
keselamatan pasien di bidang pelayanan medis 
dan bidang keperawatan; 

b. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan 
pelayanan keperawatan; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 



(I) Bidang Penunjang Media dan Non Med is sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o angka 4 
mempunya.i tugas merumuskan, mengoordlnaslkan 
dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang 
Pcnunjang MedJs dan Non Medis. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penunjang Med.is 
dan Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melaksanakan fungsi: 
a. penyusunan rencana, program dan kegiatan 

Bidang Penunjang Medis dan Non Medis; 
b. penyusunan rencana pemberian pelayanan 

penunjang medis dan non medis; 
c. perumusan kebijakan teknis bidang penunjang 

media dan non medis; 
d. pengelolaan relearn medis; 

Posa! 13 
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b. penyusunan rencana pemberian peJayanan 
keperawatan dan kebidanan; 

c. pengoordinasi dan pelaksanaan pelayanan 
keperawatan dan kebidanan; 

d. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan 
teknis lingkup etika keperawatan dan kebidanan, 
asuhan kepe.rawatan dan kebidanan serta 
pengembangan dan mutu keperawatan dan 
kebidanan; 

e. penyelenggaraan pelaksanaan etika keperawatan 
dan kebidanan, asuhan keperawatan dan 
kebidanan serta pengernbangan dan mutu 
keperawatan dan kebldanan: 

f. penyelenggaraan pengelolaan pengembangan dan 
pemanfaatan tenaga keperawatan dan kebidanan, 
asuhan keperawatan dan kebidanan, etika 
keperawatan dan kebidanan, melaksanakan 
monitoring dan evaluast mutu keperawatan: 

g. penyusunan standar operaeicnal prosedur 
penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan 
kebidanan; 

h. pelaksanaan kendali mutu, kendali bieya, dan 
keselamatan pasien di seksl kepcrawatae dan 
kebldo.nan; 

i. pengelolann RS Online. SIRANAP, SISRUTE dan 
data lnJnnya yang terkalt dengan pelayanan 
keperawatan dan kebldanan: 

j. pelaksanaaan monitoring dan evaluas! kegiatru, 
pelayanan keperawatan dan kebldanan; 

k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan 
keperawatan dan kebidanan; dan 

I. pelakaanaaan tugaa lain yang diberikan oleh 
atasen sesual dengan bldru,g tugasnya. 

Paragraf 4 
Bldang Penunjang Medis dan Non Medis 

0 



0 

(1) Seksi Penunjaog Medis dan Kefannasian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf 
a angka 4 huruf a) mempunyai tugas menyiapkan, 
melaksanakan dan melaporkan kebijakan teknis di 
bidang pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan 
kefannasian. 

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!), Seksi Penunjang Medis dan 
Kefannasian melaksanakan fungsi: 
a. menyusun rencana, dan program dan kegiatan 

Seksi Penunjang Medis dan Kefannasian; 
b. penyusunan rencana pemberian pelayanan 

penuajang medis dan kefarrnasian; 
c. pengelolaan pelayanan rekam medis, pelayanan 

radiografi, pelayanan laboratoriurn, pclayanan 
darah, pelayanan gizi, pelayanan ste.rilisasi yang 
tersentral; 

d. pengelolaan alat kesehatan, sediaan fannasi, dan 
bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi 
farmasi sistem satu pintu dan pelayanan farmasi 
klinik; 

e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan 
keselamatan pasien di bidang pelayanan 
penunjang medis dan kefarmasian; 

f. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan 
penunjang medis dan kefarmasian; 

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan 
penunjang sarana medis dan kefarmasian; 

h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan 
penunjang sarana medis dan kefarmasian; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

0 

Seksi Peounjang Medis dan Kefarmasian 
Pasal 14 

e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan 
keselamatan pasien di Bidang Penunjang Medis 
Dan Non Medis; 

f. pengoordinasian kegiatan Bidang Penunjang 
Medis Dan Non Medis; 

g. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayaoan 
penunjang medis dan non media; 

h. pclaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan 
Bidang Penunjang Medis Dan Non Medis; 

i. pemantauao dan evaluasi pelayanan penuojang 
medis dan non medis; 

j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan 
penunjang medis dan non medis; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya, 



(!) Bidang Pengembangan Mutu, Jnformasi Layanan, 
Data, Teknologi Informasi dan Akrcditasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) huruf 
a angka 5, mempunyai tugas merumuskan, 
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan 
teknis di bidang Pengembangan Mutu, lnformasi 
L.ayanan, Data, Teknologi Jnfonnasi dan Akreditasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), Bidang Pengembangan Mutu, lnformasi 
Layanan, Data, Teknologj lnformasi dan Akreditasi 
melaksanakan fungsi: 
a. penyusunan rencana, program dan kegiatan di 

bidang Pengembangan Mutu, Jnformasi layanan , 
Data, Teknologi Jn.formasi dan Akreditasi; 

b. perumusan kebijakan teknis Pcngembangan 
Mutu, Jnformasi layanan Data, Teknologi 
Informasi dan Akreditasi; 

c. penyusunan standar operasional prosedur dan 
standar pelayanan rumah sakit; 

Pasal 16 0 

Paragraf 5 
Bidang Pengembangan Mutu, lnformasi Layanan, Data, 

Teknologi fnformasi dan Akreditasi 

(!) Seksi Penunjang Non Medis eebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat {I) huruf a angka 4 huruf b) 
mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan dan 
melaporkan kebijakan teknis di bidang penunjang 
sarana non rnedis. 

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Seksi Penunjang Non Medis 
melaksanakan fungsi: 
a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi 

Pcnunjang Non Medis; 
b. penyusunan rencana pemberian pelayanan 

penunjang non medis; 
c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan 

keselamatan pasien di bidang pelayanan 
penunjang non mcdis; 

d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan 
penunjang non medis; 

e. pengelolaan pelayanan manajemen rumah sakit, 
informasi dan komunikasi, alat kesehatan, 
pclayanan laundry/binatu, pemulasaraan jenazah 
dan penunjang lain; 

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan 
penunjang non medis; 

g. penyusunan laporan peJaksanaan kegiatan 
penunjang non medis; dan 

h. pclaksanaan tugas lain yang diberikan oteh 
atasan sesuat dengan bidang tugasnya. 

0 

Seksi Penunjang Non Medis 
Pasal IS 



(I) Seksi Pengembangao Mutu dao Jn!ormasi Layaoan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) huruf 
a angka 5 huru( a) meoyiapkan, melaksanakan dan 
melaporkan kebijakan operasional dan peogeodalian 
di bidang pengembangao mutu dan informasi 
Iayanan. 

(2) Dalaln melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Seksi Pengembangan Mutu dan 
Informasi Layanao melaksanakan fungsi: 
a. penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi 

pengembangan mutu dao ioformasi layanan; 
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan 

pengoordioasiao pengembangan mutu layanan 
rumah sakit; 

c. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, dan 
penilaian iodikator mutu rumah sakit; 

d. pe1aksanaan dan pengoordinasian budaya dan 
stander keselamatan pasien di rumah sakit 

e, pelaksanaan dan pengoordioasian audit kinerja 
pelayaoan rumah sakit; 

r. pelaksaoaan dao pengoordinasian peoilaian 
kepuasan pelanggao internal dao ekstemaJ; 

g. penyiapan bahao rumusan kebijakan mutu 
pelayanan rumah sakit; 

h. pengoordina.siao pelaksaoaao reformasi birokrasi; 
,. penyelenggaraao monitoring, evaluasi, pem binaan 

dao pengawasan terkait dengan standar 
operasional prosedur (SOP) dan mutu pelayanan 
rumah sakit; 

0 

Seksi Pengembangan Mutu dan Informasi Layanan 
Pasal 17 

d. pengelolaan website, media penyebarluasan 
informasi layanan rumah sakit; 

e. pengelolaan Sistem Manajemeo Ookumen 
Akreditas nunah sakit; 

r. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi di bidang Pengembangan Mutu, lnformasi 
layanan , Data dan AkreditaSi dengan unit kerja 
Iain di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah 
dan/atau lembaga di luar lingkungan Rumah 
Sakit Umum Daerah; 

g. pengoordinasian dan pelaksanaan pengembangan 
mutu, akreditasi dao Reformasi Birokrasi Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong; 

h. pelaksaoaao dao evaluasi mutu pelayanan publik; 
i. pclaksaoaao monitoring, evaluasi, pembinaan dan 

pengawasan terkait standar operasional dan mutu 
pelayanan rumah sakit; 

J, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatao di 
bidang pengembangan mutu, akreditasi serta 
penyediaan dan pengelolaan data dan infonnasi 
layanan; dao 

k. pelaksaoaan rugas lain yang diberikan oleh 
atesan. 

0 



0 

(1) Seksi Data, Teknologi Jnformasi dan Akreditasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
a angka 5 huruf b) mempunyai tugas menyiapkan 
bahan pelaksanaan, pengoordinasian, pengelolaan , 
penyajian dan penyediaan data , Teknologi Informasi 
dan fasilitasi pelaksanaan akreditasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (1), Seksi Data, Teknologi 
lnformasi dan Akreditasi melaksanakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan 

seksi data dan informasi; 
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan 

pengoordinasian pengelolaan data dan fasilitasi 
pelaksanaan akreditasi; 

c. pengoordinasian pengumpulan dan penyajian 
data; 

d. pelaksanaan dan pengoordinasian penerapan 
standar pelayanan akreditasi rumah sakit; 

e. faslitasi pelaksanaan akreditasi rumah sakit; 
f. penyusunan analisis kebutuhan, penyediaan, 

pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur 
teknologi inform.asi; 

g. penyusunan analisis kebutuhan, penyediaan, 
pengembangan, dan pemeliharaan sistem 
informasi dan komunikasi pelayanan rumah sakit; 

h. pengelolaan dan perneliharaan keamanan 
jaringan, data, dan komunikasi; 

i. pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan 
sistem infonnasi rumah sakit; 

j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
kerja; dan 

k, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan. 

0 

Seksi Data, Teknologi lnformasi dan Akreditasi 
Pasal 18 

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu 
layanan; 

k. pelaksanaan dan pengoordinasian promosi 
kesehatan rumah sakit; 

I. pelayanan informasi dan penanganan pengaduan 
serta pengelolaan pemasaran pelayanan rumah 
sakit; 

m. pelaksanaan fasilitasi penelitian dan 
pengembangan rumah sakit; 

n. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan 
inovasi pelayanan rumah sakit; dan 

o. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan 
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan. 



0 

(1) Organisasi non struktural sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (\) huruf b, dibentuk dan 
ditetapkan berdasarkan kebutuhan seauai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Organisasi non struktural sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) terdiri dari: 
a. Kelompok Staf Medis; 
b. Pengawas; 
c. Komite; dan 
d. lnstalasi. 

(3) Organisasi non struktural sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua atau kepala 
yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketua atau kepala organisaal non struktural dalarn 
melaksanakan tugasoya dibantu oleh tenaga 
fungsional dan/ atau tenaga non medis. 

Kelompok Staf Medis 
Pasal 20 

(1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (2) huruf a adalah sekelompok staf 
medis yang keanggotaanya sesuai dengan profesi dan 
keahliannya. 

(2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) merupakan kelompok profesi dokter, dokter 
spesiahe, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang 
melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, 
pengobatan, pencegahan akibat penyakit, 
peningkatan dan pemuliban kesehatan, penyuluhan 
kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian 
dan pengembangan di instalasi dalam jabatan 
fungsional. 

(3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh ketua. 

(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat 
dan diberhentikan oleh Direktur, 

(5) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur, 

Pengawas 
Pasal21 

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (2) huruf b berbentuk Satuan Pengawas Internal. 

(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) adalah perangkat rumah sakit yang 
bertugas melakukan pemeriksanaan internal dalam 
rangka membantu Direktur untuk meningkatkan 
kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh 
lingkungan sosial sekitarnya dalam 
menyelenggarakan bisnis yang sehat. 
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Paragraf6 
Organisasi Non Struktural 

Pasal 19 



(1) Pada Rumab Sakit Umum Daerab Kabupaten Lebong 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( l) huruf c 
dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seiumlah tenaga 
fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keablian dan keterampilan. 

(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional disesuaikan 
dengan kebutuhan rumah sakit berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas 
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan 
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 24 

Paragraf7 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 
huruf d adalab unit pelayanan non struktural yang 
dibentuk guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, 
pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 
pengembangan kesehatan. 

Instalasi 
Pasal23 

(1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasat 19 ayat 
(2) huruf c selanjutnya disebut Komite Rumah Sakit. 

(2) Komite Rumah Sakit sebageimana dimaksud pada 
ayat ( l) adalah perangkae khusus yang dibentuk 
sesuai dengan kebutuhan rurnah sakit untuk tujuan 
dan tugas tertentu. 

(3) Komite Rurnah Sa.kit paling sedikit memiliki komite 
medik dan komite keperawatan. 

(4) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dipimpin oleb ketua. 

(5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat 
dan diberbentikan oleh Direktur. 

(6) Komite Rumah Sakit sebagaiman dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 

Komite 
Pasal 22 

(3) Satuan Pengawas Internal sebagairnana dimaksud 
pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua. 

(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat 
dan <liberhentikan oleh Direktur. 

(5) satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 

0 

0 



(I) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi 
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan 
apabila terjadi penyimpangan agar meogambil 
Langkab-langkah yang diperlukan sesuai dengan 
peraruran perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab 
memimpin clan meogkoordinas,"kan bawahannya 
masingrnasing serta membcrikan bimbingan pedoman 
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti 
petunjuk-petunjuk dan bertangguog jawab kepada 
atasannya masing-masing serta menyampaikan 
laporan hasil pelaksanaan tugasnya seeara bcrkala 
maupun sewaktu-waktu. 

Pasal 22 0 

( 1) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub 
Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan 
Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib 
menerapk:ao prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi 
clan simplikasi secara vcrtikal dan horizontal. 

(2) Direktur wajib menyampaikan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang 
ditetapkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas 
Kesehatan. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan 
pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik 
negara clan bidang kepegawaian secara bcrkala 
kepada Kepala Dinas. 

(4) Ketua atau Kepala Pengawas wajib mcnyampaikan 
laporan pelaksanaan tugas bcrdasarkan ketentuan 
yang ditetapkan. 

(5) Ketua Komite wajib mcnyampaikan laporan 
pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang 
ditetapkan kepada Oirektur. 

(6) Kepala lnstalasi wajib mcnyampaikan laporan 
pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang 
ditetapkan kepada Direktur. 

(7) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan 
pelaksanaan tugas bcrdasarkan ketentuan yang 
ditetapkan kcpada Direktur. 

0 

Pasal 25 

BAB JV 
TATAKERJA 

(5) Masing-masing ke.lompok jabatan fungsional 
dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang 
ditunjuk oleh Direktur. 



(I) Oirektur Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati atas usu! Sekretaris Daerah 
sesuai dengan ketcntuan dan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Pasal 24 

BABV 
KEPEGAWAIAN 

0 

(1) Sebagai unit organieasi yang bersifat khusus, Rumah 
Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam 
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta 
bidang kepegawaian. 

(2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang 
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan 
penatausahaan barang milik daerah. 

(3) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!) meliputi perencanaan, 
penatausahaan dan pembinaan kepegawaian. 

(4) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui 
ketentuan: 
a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian pe.gawai aparatur 
sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

b. Direktur memiliki kewenangan dalam 
menyelenggaraan pembinaan pegawai aparatur 
sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
dalam jebatan sesuai dengan ket.entuan peraturan 
perundang-undangan. 

c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan 
dan pembinaan pegawai di lingkungan Ru.mah 
Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(SJ Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
dilaksanakan melalui koordinasi dan sink:ronisasi 
serta dilaporkan sesuai dengan ket.entuan peraturan 
perundang-undangan, 
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(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi dari bawahan, wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan 
lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk 
kepada bawahannya; dan 

(SJ Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula 
kcpada unit organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 



Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata 
hubugan kerja Rumah Sakit Umum Daerah serta 
pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah 
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BABVll 
KETENTUAN PERAUiiAN 
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(1) Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Rumah Sakit 
Umum Daerah dibebankan pada : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Dinas melal<sanakan pembinaan tata kelola Rumah 
Sakit Umum Daerah dan tata kelola klinis serta 
menerima pertanggung [awaban Rumah Sakit Umum 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang undangan. 

(3) Rumah Salrit Umum Daerah bersifat otonom dalam 
penyelenggaraan tata kelola klinis serta menerapkan 
pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah. 

(4) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan 
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah. 
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PEMBIAYMN 

(2) Pengangkatan, Pemberhentian pejabat dan pegawai 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Direktur berkewajiban dan bertanggung jawab dalam 
melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkungan 
Rumah Salrit Umum Daerah. 

(4) Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri dari: 
a. Direktur adalab jabatan struktural eselon Ill.a 

atau jabatan administrator. 
b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan 

eselon Tll.b atau jabatan administrator. 
c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah 

jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas. 
d. Jabatan Pelaksana Umum ; dan 
e. Jabatan Fungsional Tertentu, 



SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 13 

H. MUSTARANI 

Cap/Oto 

Oiundangkan di Tubei 
pada tanggal 20 Maret 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LEBONO, 

KOPLI ANSORI 

cap/Oto 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 20 Maret 2024 

BUPATI LEBONO, 

Af!J)J: setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati mt dengan 
penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Lebong. 

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Leboog Nomor 25 Tahun 2021 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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BAB V!D 
KETENTUANPENUTUP 

0 

0 


